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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421 .LtB}tDPMPTSp.4. gt 1 0t2AZ2

TENTANG

IZI N OPERASI ONAL PCT.I:VET.ETGGARAAN SATUAN PEN DI DI KAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TUNAS TIMUR IYA TEKK]

DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NIJSA TENGGARA TIMUR,
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bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu n'lenetapkan lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(sMK);
bahwa permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yayasan Tunas Tiin.tr
Kabupaten Sumba Barat Daya dari aspek administrasi dan teknis, telah mernenuhi
persyaratan untuk diberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan PenrJidikan
Sekolah lvtenengah Kejuruan (SMK);
bahwa berdasarkatt pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Moclaldan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang izin Operasional
Penyelenggaraan satuan t)endidikan sekolah Menengah Kejuruan (sMK) Tunas
Timur lya Tekkidi l(abupaten Sumba Barat Daya;

Undang'Undang lrlomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daeralr
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tanrbahan Lembaran Negdra Repuhlik
lndonesia Nomor 16a9);

Undang-Undang |Jomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamirahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a301 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentrng Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nclmor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik tnrJorresia Tahun 2015 Nomorsg, Tambahan Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 1T Tahun 2o1o tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendictikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Ncrmor 23, Tamhahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Ncntor 19 Tahun 2005 tentang Standar. Nasional pendi<likan
(Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 1s rahun 2o1s tentang wajib Betajai
(LembaranNegara Repubik tndonesia Tahun 200g Nomor g0);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor g Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5g Tahun 2012 tentang Badan
Akreditasi Sekolah;
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Pentbahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas No. 14lNPN/HK/2007 tanggal 24 Janua 2007 tentang Prioritas

Pendirian lzin Sekolah Menengah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni

2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kePada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinarr dan Non Perizinan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. peraturan Gubernur Nusa T. enggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli

2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Waiib Paiak Dalan'r

Pemberian Layanan Publik Tertentu.

1. Surat Permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yayasan Tunas Timur

Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 012lBPP'YT-ll2o22 tanggal 11 Oklober 202?

tentang Permohonan ljin Pendirian;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor : 848/6552/PK 2.3/2022 tanggal 20 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Negeri Tunas Timur lya Tekki terletak di Desa Sangu Ate Kecamatan

Wewewa Barat Kabup aten Sumba Barat Daya dengan Bidang Keahlian antara lain

No Bidang
Keahlian

Program
Keahlian

Kompetensi
Keahlian

Lama
Pendidikan

1 Kesehatan dan
Pekerjean Sosial

Keperawatan

3 tahun

3 Tahun
rawatan

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Agribisnis
Tanaman

Agribisnis Tanaman
Pangan dan
l'lortikultura

lzin Operasional inidikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta
Didik Baru (PDB);
lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai
dengan tanggal 20 Oktober 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Timur lya Tekki berkewajiban memenuhi I
(delapan) Standar Nasionel Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlakui

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali

apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Paqa boggal : 21 Oktober 2022
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Tembusan
1. MBnteri Pendidikan dar Kebudeyaan Ropublik lndonosia di Jak8da;

2. Gub€rnur Nuss Tesggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Wakil Gubemur Nule Tonggara Tmur di Kupang (3€bagai laporsn);

4. Sokretaris Daereh Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sobogai laporan);

5. BupatiSumba Barst Days dlTambolaka;
0. Direktur Jenderil Pendidikan oasar dan Menangeh, K6menlcrian Pendidikan d6n Kebudeysen Republik lndonoeie di Jakarta;
7. Oirektur Pembinasn SMK Xcmenterisn Pot idikan dan Kobudaydan Republik lndonosia di Jakartai
8. Kepale Oinss Pendidikan dan Kebudayaen Provinsi Nusa Tenogara Timur di Kupang;

9. Dinas Penanamna Modal dan PTSPTKT Kabupaten Sutnt a Bsrat Daya di Tarnboteka;
10- Xsp8l, Dinas Pcndidikan dsn Kcbudayaan Xabupatcn Sumba Brrat Oaya di Tambotaka;
'11. Xordinator Pengewas Dikmen Kabuprten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

Asisten

2. Agribisnis dan
Agroteknologi . .


